
BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 23 

WALIKOTA SURAKARTA 

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA 

NOMOR : 19 TAHUN 2010 

TENTANG 

PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KOTA SURAKARTA 

TAHUN ANGGARAN 2009 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALTKOTA SURAKARTA, 

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kota 

Surakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Surakarta Tahun Anggaran 2009, perlu ditetapkan Peraturan 

Walikota Surakarta tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 

2009 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Surakarta Tahun Anggaran 2009; 



Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 

Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 

Nomor 68, Tam bahan Lem baran Negara Repu blik Indonesia Nomor 

3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia IVomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nonior 34 

Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retri busi Daerah (Lem baran 

Negara Repu blik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 

Lem baran Negara Repu bli k Indonesia Repu blik Indonesia Nomor 

4048); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 

Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- 

Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3988); 



5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undarrg Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 



Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138 ); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 

119, Tambahan Lem baran IVegara Repu blik Indonesia Nomor 

4139); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Ta hun 2004 

Nomor 90, Tam ba han Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4712). 



17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4503); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

136, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 

4574); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daera h (Lem baran Negara Repu bli k Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Repu blik 

Indonesia Nomor 4576); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 



24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4593); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kine j a  Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4624); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran IVegara Republik 

Indonesia Nomor 4738); 

28. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang 

Visi dan IYisi Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta 

Tahun 2001 Nomor 24 Seri D Nomor2O); 

29. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2004 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah 

Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 9 Seri A Nomor 5); 

30. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 

24 Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali 

dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2007 

(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2007 Nomor 5); 



31. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Surakarta 

Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2007 

Nomor 2); 

32. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta 

(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6); 

33. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 

Aoggaran 2009 (Lernbaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 

Nomor 1); 

34. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Surakarta Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota 

Surakarta Tahun 2009 Nomor 6). 

35. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2009 (Lembaran 

Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 5). 

M E M U T U S K A N :  

Menetapkan : PERANRAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2009. 



Pasal 1 

Laporan realisasi anggaran tahun 2009 terdiri dari : 

1. Pendapatan : 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 101.972.318.682,OO 

b. Dana Perimbangan Rp 548.324.527.915,OO 

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp 78.641.341.355,OO 

Jumlah Pendapatan Rp 728.938.187.952,OO 

a. Belanja Tidak Langsung : 

1). Belanja Pegawai Rp 410.530.875.235,OO 

2). Belanja Bunga RP 855.515.163,OO 

3). Belanja Hibah Rp 80.073.976.300,OO 

4). Belanja Bantuan Sosial Rp 15.018.307.050,00 

5). Belanja Bantuan Keuangan Rp 9.995.819.400,OO 

6). Belanja Tidak Terduga RP 0,OO 

Jumlah Rp 516.474.493.148,OO 

b. Belanja Langsung : 

1) Belanja Pegawai Rp 33.416.351.720,OO 

2) Belanja Barang dan Jasa Rp 115.493.142.632,OO 

3) Belanja Modal Rp 81.881.493.303,OO 

Jumlah Rp 230.790.987.655,OO 

Jumlah Belanja Rp 747.265.480.803,OO 

Defisit Rp 18.327.292.851,OO 



3. Pembiayaan : 

- Penerimaan : Rp 43.101.371.954,40 

- Pengeluaran : Rp 4.817.459.918,OO 

Pembiayaan Neto Rp 38.283.912.036,40 

Sisa Lebi h Pem biayaan Anggaran 

tahun berkenaan Rp 19.956.619.185,40 

Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota Surakarta ini. 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi 

anggaran. 

Pasal 4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I1 Peraturan Walikota Surakarta ini. 

Pasal 5 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota 

Surakarta ini. 

Pasal6 

Peraturan Walikota Surakarta ini mulai berlaku sejak tanggal 

ditetapkan. 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peratilran Walikota Surakarta ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kota Surakarta. 

Ditetapkan di SURAKARTA 

pada tanggal 30 4 JTd S- C J ? ~  1 0 

WALIKOTA SURAKARTA, 

di Surakarta 

3 0 & B U S  rcl[ 
KOTA SURAKARTA 

I BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 23 


